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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian peneliti dan pembahasan di atas maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak penerapan otonomi daerah terhadap sistem pemerintahan 

DesaSermong memang sepatutnya lebih banyak ditentukan oleh 

masyarakat Desa pemerintah Desasermong telah diberi kewenangan 

penuh untuk memberdayakan masyarakatnya dan tentu harus 

mempunyai kemampuan untuk mengurus sendir Kedudukan  rumah 

tangganya sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat. 

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa salah satu esensi dari 

penerapan otonomi daerah diarahkan sebagai wahana untuk 

mewujudkan peranserta aktif masyarakat Desa dalam pembangunan 

Inprastruktur Desa dan pembangunan non fisik di Desa Sermong. 

2. Adapun faktor pendukung dari dampak penerapan otonomi Daerah 

iyalah Profesional dalam melaksanakan setiap pekerjaan sudah 

menjadi tanggungjawab para pelayanan publik terkhusus Pemerintah 

Desa sermong. Selain itu, para pelayanan publik juga harus 

memahami peralatan pelayanan agar tidak terhambat dalam melayani 

penerima layanan. 

3. Adapun faktor penghambat dari dampak penerapan otonomi Daerah 

iyalahBantuan yang Terbatas Bantuan yang terbatas ini bukan dalam 
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bentuk pelayanana dministratif di kantor Desa melainkan bantuan 

material pemerintah kepada masyarakat misalnya bedah rumah, 

sembako, pemberian modal usaha, dan sebagainya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Desa Sermong di harapkan bertindak aktif dalam 

mendorong pembangunan Desa dengan melibatkan semua unsur 

kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa serta perlu 

dibangunnya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan 

lembaga-lembagaan kemasyarakatan agar tercapainya tata 

pemerintahan yang baik(good governance), tata pemerintahan yang 

baik ini dapat tercipta apabila adanya kerjasama atau kesepakatan 

yang baikan atara pemerintah Desa,  dan semua unsur kelembagaan 

yang ada di Desa demi kemaslahatan hidup masyarakat banyak. 

2. Mengingat keberadaan pemerintahan Desa yang memiliíki peran yang 

strategis dalam manajemen pembangunan, makasangat perlu 

dilakukan pembinaan secara regular terhad apaparatur khusunya 

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur 

pemerintahan. Langkah kongkret yang dapat ditempuh diantaranya dengan 

melakukan sosialisasi yang lebih intensif. 
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